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ABSTRACT 
 
This thesis discusses the role of security intelligence in conducting early detection of 
developmental disruption of social order (Studies on Election penyelanggaraan In Ketapang 
2015). The method used in this study is a socio-juridical approach. From the results of this 
thesis can be concluded that the Police Intelkam role in providing early detection of any 
shocks that may occur dimasyarkat to menggagu kamtibmas situation in the organization of 
the elections Ketapang, where disruption of social order can affect the development of the 
nation. Early detection process Intelkam Ketapang Police do not solely the product 
information sober but through the various stages of the processing of the data and also use in-
depth analysis to produce accurate information. The information that is made in the form of 
intelligence products are presented to the leadership in order to provide feedback to the 
leadership to help define policies to be taken to anticipate the disruption of social order. The 
leader's policy related to the anticipation of disruption of social order is very useful for 
creating a conducive social order, with the detection of the early leaders can determine the 
appropriate policy measures, the appropriateness of the policy so that it can maintain security 
and order environment in accordance with the basic tasks of the national police. In the case of 
assignments in the area of operation, especially in areas prone to conflict elections Intelkam 
also not work with the maximum so its presence to restore security to be not optimal anyway. 
Handling problems in areas prone to conflict elections can not be done by Intel alone and 
police in general would be, but the need to involve the relevant authorities, so it can be done 
with the corresponding function of each agency in restoring security. Recommendation: in 
the handling of conflict-prone regions elections can restore security for both vertical and 
horizontal conflicts attention and involve potential existing society and work in an integrated 
manner between functionality and related institutions. In empowering unit Opsnal Intelikam 
reliable field in the implementation of the tasks need to be equipped with additional 
capabilities, especially in the field of knowledge Ipoleksosbudkam as well as knowledge of 
the crimes being developed today. Immediately establish URC Intel that can be assigned in 
cases kantijensi (any time up), which has the ability to high mobility of personnel intact on 
each perform a particular mission, because the URC is already a unit of whole personnel, 
facilities and infrastructure that will be assigned for special mission. URC Intelligence was 
formed in sequential order from level to level Police Headquarters Police Nor with the 
structural work and HTCK special. 
Keywords: Role, Security Intelligence, Conduct, Early Detection, public order and 
safety Disorders 
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ABSTRAK 
 
Tesis ini membahas peran intelijen keamanan dalam melakukan deteksi dini terhadap 
perkembangan gangguan kamtibmas (Studi terhadap penyelanggaraan Pilkada Di Kabupaten 
Ketapang tahun 2015 ). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan yuridis-sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa 
Intelkam Polri yang berperan dalam memberikan deteksi dini terhadap setiap gejolak yang 
mungkin dapat  terjadi dimasyarkat yang dapat menggagu situasi kamtibmas dalam 
penyelenggaraan Pilkada Ketapang, dimana gangguan kamtibmas dapat berpengaruh 
terhadap pembangunan bangsa. Proses deteksi dini intelkam polres Ketapang dilakukan tidak 
semata-mata dengan produk informasi yang seadanya tetapi melalui berbagai tahap 
pengolahan data-data dan juga menggunakan analisis yang mendalam sehingga menghasilkan 
informasi yang akurat. Informasi yang ada dibuat dalam bentuk produk-produk intelijen yang 
disajikan kepada pimpinan guna memberikan masukan kepada pimpinan untuk membantu 
menentukan kebijakan yang akan diambil untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas. 
Kebijakan pimpinan tersebut yang berhubungan dengan antisipasi gangguan kamtibmas 
sangat berguna untuk menciptakan kamtibmas yang kondusif, dengan diteksi dini tersebut 
pimpinan dapat menentukan langkah kebijakan yang tepat, dengan ketepatan kebijakan 
tersebut sehingga dapat terpelihara lingkungan kamtibmas sesuai dengan tugas pokok polri. 
Dalam hal penugasan di daerah operasi terutama di daerah Pilkada yang rawan konflik 
Intelkam juga belum bekerja dengan maksimal sehingga keberadaannya untuk memulihkan 
keamanan menjadi tidak maksimal pula. Penanganan permasalahan di daerah Pilkada yang 
rawan konflik tidak dapat dilakukan oleh Intel saja maupun Polri secara umum akan, tetapi 
perlu melibatkan instansi terkait, sehingga dapat dilakukan secara bersama sesuai fungsi 
masing-masing instansi dalam memulihkan keamanan. Rekomendasi : dalam penanganan 
daerah Pilkada yang rawan konflik untuk dapat memulihkan keamanan baik konflik vertikal 
maupun  horizontal memperhatikan dan melibatkan potensi masyarakat yang ada serta 
bekerja secara terpadu baik antara fungsi maupun instansi terkait. Dalam memberdayakan 
unit Opsnal Intelikam yang handal dilapangan dalam pelaksanaan tugas perlu dibekali 
kemampuan tambahan terutama dibidang pengetahuan Ipoleksosbudkam serta pengetahuan 
kejahatan-kejahatan yang sedang berkembang dewasa ini. Segera membentuk URC Intel 
sehingga dapat ditugaskan dalam kasus-kasus kantijensi (sewaktu-waktu muncul), yang 
mempunyai kemampuan mobilitas tinggi dengan personil yang utuh pada setiap melakukan 
misi tertentu, karena URC sudah merupakan satuan yang utuh baik personil, sarana prasarana 
yang akan ditugaskan karena misi khusus. URC Intelijen dibentuk secara berjenjang dari 
tingkat Mabes sampai tingkat Polda Maupun Polres dengan struktur kerja maupun HTCK 
yang khusus. 
Kata Kunci:  Peran, Intelijen Keamanan, Melakukan, Deteksi Dini, 
Gangguan Kamtibmas. 
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Latar Belakang 
Polri merupakan institusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok penegakkan 
hukum, memelihara kamtibmas serta meberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan 
kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut maka dalam institusi Polri 
diperlukan fungsi-fungsi kepolisian yang mempunyai wilayah kerja masing-masing yang 
saling terkait dan terpadu. Fungsi kepolisian tersebut salah satunya adalah Intelijen keamanan 
atau yang biasa disebut intelkam. Fungsi ini merupakan salah satu fungsi kepolisian. Kata 
intelijen berasal dari bahasa Inggris “Intelligence” yang secara harfiah berarti kecerdasan. 
Secara khusus yang berkaitan dengan upaya mengamankan Negara dan Bangsa. Dalam dasar 
intelijen, Intelijen dapat kita bedakan yaitu intelijen sebagai bahan keterangan yang sudah 
diolah, sebagai Organisasi dan sebagai Kegiatan. Ketiga pengertian ini, walaupun terpisah 
namun selalu berkaitan satu dengan yang lain. Intelijen keamanan merupakan bagian integral 
dari fungsi organik Polri yang menyelenggarakan kegiatan dan operasi Intelijen baik berupa 
penyelidikan, pengamanan maupun penggalangan dalam bidang keamanan bagi kepentingan 
pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Polri dalam rangka mewujudkan keamanan 
dalam negeri. Fungsi intelkam merupakan fungsi intelkam yang bertugas Sebagai Mata dan 
Telinga kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakn deteksi dini dan memberikan 
peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam 
masyarakat, dan juga bertugas mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap 
Kamtibmas. 
Situasi kamtibmas dan tindak kriminalitas memiliki kecendrungan meningkat dari 
tahun ke tahun seirama dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, 
sementara itu situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di wilayah adalah mutlak, untuk 
mewujudkan guna mendukung terselenggaranya pembangunan daerah sampai ke tingkat 
nasional termasuk berjalannya roda pemerintahan dan perekonomian bangsa. Fungsi Intelkam 
sebagai pelaksana fungsi intelijen keamanan yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan 
penggalangan guna terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang 
kondusif, harus dapat mengantisipasi berbagai perkembangan situasi sehingga apabila 
muncul ancaman faktual dapat ditangani secara prfesional dan proporsional sesuai dengan 
prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Fungsi intelkam polri sangat 
berperan dalam memberikan masukan kepada pimpinan tentang perkembangan keamanan 
dan ketertiban dalam masyarakat. Diperlukan analisa intelijen yang tajam dan akurat 
sehingga segala kemungkinan tentang perkembangan kamtibmas dapat diantisipasi oleh 
kepolisian. Maka dituntut peran dan fungsi intelkam dalam menjalankan tugasnya dalam 
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menghadapi perkembangan paradigma kamtibmas yang terjadi di wilayah tugasnya masing-
masing.  
Salah satu tugas intelkam adalah Sebagai Mata dan Telinga kesatuan Polri yang 
berkewajiban melaksanakn deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan 
perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat. Serta dapat 
mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap Kamtibmas. Didalam intelkam 
polri terdapat Sistem deteksi Intelpampol, sistem ini sebagai bagian dari Sistem Operasional 
Intelpampol dalam rangka mewujudkan kemampuan Intelpampol sebagaimana yang 
ditetapkan. Pada hakekatnya system deteksi dini ini  bertitik tolak dari dasar-dasar 
pelaksanaan tugas Intelpampol. Dasar-dasar pelaksanaan tugas Intelpampol bermula dari 
pengertian bahwa Intelejen itu adalah untuk Pimpinan dalam kualifikasinya Sebagai 
Kepala/Komandan, Sebagai unsur pemerintah, Sebagai Pimpinan masyarakat, Sebagai Bapak 
dari keluarga besar Polri. Dimana pelaksanaan tugas Intelpampol diselenggarakan oleh 
jaringan Intelpampol di atas permukaan secara struktural formal dengan didukung oleh 
adanya jaringan Intelijen di bawah permukaan. Sistem Deteksi Intelpampol dapat dilihat dari 
subyek penyelenggaranya, metoda yang dipakai serta obyek sasarannya. 
Deteksi Intelpampol diselenggarakan melalui jaringan Intelpampol di atas permukaan 
(jaringan Intelpampol struktural formal) mulai dari tingkat Polsek sampai dengan tingkat 
Mabes Polri dengan menetapkan Polsek sebagai Basis Deteksi Intelpampol, Polres sebagai 
Basis Operasional dan Polresta ke atas memberikan Back Up Operasional. 
Metode yang dipergunakan dalam penyelenggaraan deteksi Intelpampol dengan 
mempergunakan Pola HTCK yang berlaku sesuai dengan Juklak HTCK meliputi HTCK 
Vertikal, Horizontal, Diagonal dan Lintas Sektoral serta HTCK dalam kaitan Intelijen 
Komuniti dimana dalam pengumpulan bahan keterangan dilakukan melalui 3 jalur yaitu jalur 
struktural formal, jalur opsnal dan jalur jaringan bawah permukaan.Di samping itu digunakan 
metoda penyusunan Kirka sesuai Juknis penyusunan Kirka Intelpampol. Yang diadakan 
obyek sebagai sasaran deteksi bertitik tolak kepada 3 dimensi Kamtibnas yang 
meliputi  dimensi :Rangking bobot ancaman, Rangking derajat kemungkinan terjadinya dan 
Rangking kerawanan daerah. 
Sistem Deteksi dini yang berajalan di tingkat kewilayahan akan menghasilkan 
infotmasi Intelijen yang diperoleh melalui suatu proses pengolahan dari bahan keterangan 
yang didapat. Bahan keterangan merupakan bahan dasar yang masih mentah. Bahan mentah 
ada yang memenuhi syarat dan ada yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan intelijen. 
Bahan mentah yang memenuhi syarat untuk dijadikan intelijen adalah bahan – bahan yang 
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berkaitan dengan masalah keamanan, yang dapat dipercaya sumbernya dan relevan dengan 
masalah yang dicari atau dibutuhkan. Intelijen sebagai bahan keterangan yang sudah diolah 
adalah merupakan hasil terakhir atau produk daripada pengolahan yang selanjutnya 
disampaikan kepada pihak – pihak pemakai untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan 
rencana dan kebijaksanaan yang akan ditempuh dan yang memungkinkan untuk bahan 
mengambil keputusan. Dalam hal ini initelijen juga merupakan suatu pengetahuan yang perlu 
diketahui sebelumnya, dalam rangka untuk menentukan langkah – langkah dengan resiko 
yang diperhitungkan. Dengan kata lain, intelijen diperlukan untuk membuat keputusan yang 
tepat dalam tiga aspek, yaitu perencanaan, kebijaksanaan dan cara bertindak (cover of 
action). 
Intelijen yang diramalkan (Forecasting):  Intelijen yang diramalkan mempunyai 
peranan penting bagi intelijen. Karena perkembangan yang lampau dan perkembangan yang 
sedang terjadi dicerminkan oleh Intelijen Dasar Diskriptif fan Intelijen Aktual, sedangkan 
intelijen yang diramalkan meramalkan perkembangan yang akan terjadi di masa datang 
sebagai lanjutan proses perkembangan yang sedang terjadi. Dengan kata lain sebagai bentuk 
gambaran spekulatif tentang apa yang akan terjadi. Dengan demikian intelijen yang 
diramalkan mempunyai arti sebagai “peringatan dini” (early warning) bagi pihak yang 
bertanggung jawab untuk menentukan rencana – rencana dan langkah – langkahnya. 
Intelkam polri sangat berperan penting dalam meberikan diteksi dini terutama dalam 
mengantisipasi gangguan kamtibmas yang dapat terjadi kapnpun yang tidak mengenal waktu 
dan tampat. Situasi kamtibmas dan tindak kriminalitas memiliki kecendrungan meningkat 
dari tahun ke tahun seirama dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, 
sementara itu situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif adalah mutlak, untuk 
mewujudkan guna mendukung terselenggaranya pembangunan nasional termasuk 
berjalannya roda pemerintahan dan perekonomian bangsa. Intelkam polri sebagai pelaksana 
fungsi intelijen yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna 
terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, harus dapat 
mengantisipasi berbagai perkembangan situasi sehingga apabila muncul ancaman faktual 
dapat ditangani secara prfesional dan proporsional. Di dalam intelkam terdapat intel dasar 
dimana Intelijen dasar digunakan untuk pengetahuan dasar atau catatan dasar bagi pihak yang 
menggunakan yang bertujuan untuk memberikan arti pada gejala – gejala dan perubahan – 
perubahan yang terjadi pada suatu waktu di masa lalu. Tanpa adanya pengetahuan dasar 
mengenai sesuatu masalah tertentu, sukar untuk dinilai secara tepat suatu fenomena atau 
perubahan yang terjadi mengenai masalah tersebut, dan mungkin tidak akan ada artinya 
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pengetahuan mengenai perkembangan mengenai masalah tersebut di masa yang akan dating 
terutama tentang perkembangan kamtibmas. 
Dalam memberikan gambaran tentang gangguan kamtibmas yang akan dihadapi, 
intelkam mempunyai Intelijen yang diramalkan (Forecasting):  Intelijen yang diramalkan 
mempunyai peranan penting bagi intelijen. Karena perkembangan yang lampau dan 
perkembangan yang sedang terjadi dicerminkan oleh Intelijen Dasar Diskriptif fan Intelijen 
Aktual, sedangkan intelijen yang diramalkan meramalkan perkembangan yang akan terjadi di 
masa datang sebagai lanjutan proses perkembangan yang sedang terjadi. Dengan kata lain 
sebagai bentuk gambaran spekulatif tentang apa yang akan terjadi. Dengan demikian intelijen 
yang diramalkan mempunyai arti sebagai “peringatan dini” (early warning) bagi pihak yang 
bertanggung jawab untuk menentukan rencana – rencana dan langkah – langkahnya. 
Setiap informasi yang diberikan anggota intelkam polri yang bertujuan memberikan 
masukan kepada pimpinan untuk melakukan deteksi dini tidak semata-mata diberikan secara 
mentah, tetapi melalui tahapan-tahapan pengolahan dengan analisa yang tinggi. Proses 
Analisis Intelijen meliputi : 
Dalam langkah ini, analisis harus memberi arti dari semua data dan berusaha 
menempatkan semua kepingan data bersama-sama, sehingga tergambar mosaik dan menguji 
keabsahan hipotesa yang dibuat.  Keabsahan Hipotesa tersebut diterima melalui percobaan, 
dan keyakinan tentang kebenarannya bertambah ketika implikasi yang ditelusuri sesuai 
dengan kenyataan. Proses analisis mempunyai dua tujuan langsung yaitu : 
1).  Untuk mencari kebenaran factual 
2).  Untuk menciptakan hubungan diantara masalah tersebut. 
Dalam prakteknya perbedaan antara analisis dan integrasi tidak selalu jelas.  Biasanya 
kedua proses berjalan bersama-sama.  Analisis dan integrasi saling melengkapi dalam 
menghasilkan perubahan tersebut.  Keduanya merupakan gabungan dari pemikiran induktif 
dan deduktif yang berjalan terus dari fakta asli smapai konklusi akhir.  Logika indukstif 
berangkat dari hal-hal khusus ke umum, logika deduktif berangkat dari hal umum ke hal yang 
bersifat khusus. 
Konklusi adalah bagian paling penting dalam proses analisis.  Analisis harus mencapai 
konklusi, yaitu bagian akhir dalam penulisan.  Konklusi memuat sebuah ringkasan yang 
singkat yang ditarik dari inti pembahasan (analisis), kemudian diproyeksikan ke masa depan 
dalam jangka dekat atau jangka panjang.  Hal ini serupa dengan “Perkiraan” mengenai tema 
pokok tulisan. 
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Setelah malalui analisis yang panjang maka akan mengahsilkan produk intelijen yang 
akurat. Disinilah peran intelijen memberi masukan kepada pimpinan untuk mengetahui 
perkembangan kamtibmas yang terjadi terutama di era  globalisas, dimana demokratisasi, 
keterbukaan dan hak azasi manusia menjadi issue sentral yang merambat dunia, 
menyebabkan tuntutan begitu tinggi terhadap peran Polri sebagai penegak hukum, pelindung 
dan pengayom masyarakat. Maka intelijen menjadi komponen terdepan dalam merespon 
Polri terhadap berbagai tuntutan tersebut. Intelijen akan berfungsi bagi satuan apabila 
organisasi intelijen cukup solid, sistem dan metodenya berkembang sesuai dengan hakekat 
ancaman yang dihadapinya. Namun yang lebih penting adalah pelaksanaan tugas intelijen, 
baik perorangan maupun unit harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap inteijen, 
maupun mengimplementasikan dan mengembangkan teori intelijen dalam kondisi lapangan 
yang berubah-ubah, serta menghasilkan produk intelijen yang tajam, akurat dan terpercaya 
sesuai kebutuhan satuannya dalam mencegah gangguan kamtibmas yang mungkin bisa 
terjadi. 
 Dari hasil diteksi dini apabila didapatkan Bidang Ipoleksusbudkam secara umum 
cenderung stabil dan terkendali. Situasi tersebut memberikan suasana kondusif dalam 
kehidupan masyarakat dan aktifitas pemerintahan. Meskipin dalam kurun waktu tertentu 
terjadi berbagai gangguan kamtibmas dalam berbagai bentuk dengan intensitas yang 
meningkat namun dengan deteksi dini maka secara umum dapat tertangani. Jumlah gangguan 
kamtibmas dalam bentuk kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap 
kekayaan Negara dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi juag dapat diselasikan secara 
optimal dengan deteksi dini, sehingga secara umum tidak dirasakan sebagai gangguan dalam 
kehidupan masyarakat sehingga tercipta lingkungan kamtibmas yang kondusif guna 
berjalannya roda kehidupan masyarakat dan pemerintahan yang sesuai dengan visi intelkam 
yaitu Terwujudnya postur Intelijen Keamanan yang profesional, bermoral dan modern dalam 
memelihara Kamtibmas dan     penegakan hukum, dengan melaksanakan early warning dan 
early detection terhadap ancaman dan gangguan     keamanan guna mewujudkan 
kewaspadaan dan stabilitas keamanan. 
Dalam kaitanya  dengan Penyelenggaraan Pilkada serentak di tujuh Kabupaten/kota di 
Kalimantan Barat Desember 2015 hampir memasuki masa tahapannya. Proses pilkada yang 
serentak kali ini berbeda dengan pemilihan sebelumnya, karena diperlukan banyak faktor 
pendukung dari internal maupun eksternal untuk kesuksesan gelaran lima tahunan tersebut, 
selain faktor anggaran. Menanggapi hal itu Polres ketapang  (Polri) siap dan telah melakukan 
deteksi dini untuk mengoptimalkan jajarannya didaerah untuk dapat terus berkoordinasi agar 
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dapat mengulang kesuksesan saat proses pengamanan saat Pemilihan Legislatif dan Presiden 
dan wakil presiden lalu. 
Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengenai isu potensi kerawanan gangguan 
Pilkada di daerah yang menyelenggarakan, Kapolres Ketapang  mengungkapkan, isu SARA 
merupakan isu yang sangat memicu potensi konflik, selain itu terdapat tiga isu yang kiranya 
dapat menjadi potensi tersebut. Pertama, dualisme kepengurusan partai politik, ketersediaan 
anggaran pada pemerintah daerah yang tidak mencukupi, dan berlarutnya pembahasan 
peraturan di tingkat legislatif. Mengenai dualisme kepengurusan partai politik, dalam UU 
Nomor 2 Tahun 2011 tentang parpol, diamanatkan peran strategis dari Kementerian Hukum 
dan HAM untuk menerima registrasi dan membuat ketetapan dalam suatu keputusan 
Selain itu Kerawanan-kerawanan yang mungkin juga terjadi berkait dengan 
pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Ketapang pada bulan desember 2015  adalah setiap 
tahapan dalam Pilkada mulai dari saat pendaftaran dan penetapan pemilih sampai dengan saat 
pengesahan dan pelantikan. Selain itu dalam Pilkada di Kabupaten Ketapang juga diwaspadai 
kemungkinan adanya money politic dari rumah ke rumah atau kelompok atau organisasi 
tertentu bahkan kepada jajaran penyelenggara pilkada. Pengerahan masa dari satu daerah ke 
daerah lain dalam kampaye dan unjuk rasa juga diwaspadai agar tidak menjadikan kerawanan 
yang semakin meluas. 
Dalam rangka melaksanakan amanat seperti tersebut di atas dan dalam rangka 
mengantisipasi kerawanan, agar pilkada berjalan dengan aman, tertib, dan lancer diperlukan 
langkah-langkah antisipasi melalui berbagai strategi yang dilakukan oleh Polres Ketapang 
yaitu dengan melakukan deteksi dini terhadap potensi kerawawan-kerawanan tersebut dan 
seluruh jajarannya pada setiap tahapan pilkada yang telah diagendakan oleh Komisi 
Pemilihan Umum Kalimantan Barat sebagai lembaga penyelenggara pilkada yang bersifat 
mandiri, independen serta nonpartisan.  
Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka dirumuskan 
masalah penelitian sebagai berikut: 
1. Bagaimana Sistem Deteksi Dini Intelkam Polri Terhadap Perkembangan Gangguan 
Kamtibmas Dalam Penyelenggaraan Pilkada Di Kabupaten Ketapang ?  
 
Pembahasan 
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Sistem Deteksi Dini Intelkam Polri Terhadap Perkembangan Gangguan Kamtibmas 
Dalam Penyelenggaraan Pilkada Di Kabupaten Ketapang. 
Pemungutan suara pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan secara serentak pada 9 
desember 2015 di 269 daerah yang terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 36 Kota. 
Sebagaimana dalam rangkaian Pemilu dan Pilkada sebelumnya, Polri bertanggungjawab 
terhadap pengamanan dalam pelaksanaannya, agar Pilkada berjalan dengan tertib, aman dan 
lancar. Hal ini sesuai dengan tugas pokok Polri yang diamanatkan dalam undang-undang No. 
2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. 
Tiga strategi dan langkah-langkah Polri dalam rangka pengamanan pilkada 2015, 
pertama , menjaga dan memelihara situasi keamanan, ketertiban nasional agar tetap kondusif 
sejak tahapan persiapan, tahapan pemungutan dan tahapan konsolidasi guna menjamin 
keamanan bagi masyarakat, penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu, dan 
peserta Pilkada itu sendiri. Kedua, melakukan pengamanan dan pengawalan terhadap setiap 
tahapan pemilu, sehingga mampu mengantisipasi dan mengeliminir potensi gangguan atau 
ancaman yang muncul pada Pilkada nanti. Dan yang ketiga melakukan penegakan hukum 
terhadap pelanggaran, tindak pidana Pemilu dan pidana lainnya sebagaimana yang telah di 
atur dalam undang-undang yang berlaku. 
Berdasarkan deteksi intelejen dan perkembangan situasi keamanan di lapangan, Polri 
telah melakukan inventarisasi permasalahan yang dapat terjadi sebelum, pada saat, ataupun 
sesudah pelaksanaan Pilkada.Selain itu Polri juga telah memprediksi beberapa potensi 
kerawanan yang diduga akan terjadi pada masing- masing tahapan Pilkada, sejak tahapan 
pencetakan logistik, distribusi logistik, hingga pada tahapan pelantikan/pengambilan sumpah 
kepala daerah yang terpilih. Potensi kerawanan yang muncul dapat bersifat biasa, namun juga 
dapat berakibat terganggunya stabilitas keamanan dalam negeri apabila tidak dilakukan 
langkah-langkah antisipasi sedini mungkin.
1
 
Setiap permasalahan yang muncul pada tahapan Pilkada, pada akhirnya dapat pula 
memengaruhi hasil Pilkada tersebut. Munculnya berbagai pelanggaran atau permasalahan 
pada saat pengumuman hasil Pilkada, tidak menutup kemungkinan dapat dijadikan sebagai 
alat oleh pihak-pihak tertentu untuk mempermasalahkan keabsahan pilkada yang telah 
dilaksanakan. Kondisi ini yang berpotensi menjadi alat untuk mendelegitimasi suatu Pilkada. 
Apabila delegitimasi tersebut bersifat masif, maka potensi kerawanan dapat terjadi dalam 
                                               
1 Sumber data dari Badan Intelejen Mabes Polri  
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bentuk yang sangat luas. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil Pilkada dikhawatirkan 
dapat mengganggu aktivitas pemerintah daerah, karena pemerintah daerah yang terpilih 
dianggap lahir dari sebuah proses yang cacat. 
Terkait dengan situasi tersebut Polres Ketapang  telah menyiagakan 240 personil 
untuk pengamanan Pilkada yang mana personil juga disiapkan dalam masa tenang menjelang 
pemilihan. Dalam hal ini polres dan polsek mengimbau bersama-sama menjaga situasi tetap 
aman dan kondusif, baik sebelum dan setelah Pilkada, dan polres polres berharap masyarakat 
jangan terprovokasi oleh isu-isu yang hanya akan membuat situasi tidak aman.Terkait potensi 
akan adanya konflik terkait Pilkada Ketapang 2015, pihak kepolisian Polres Ketapang 
menegaskan akan melakukan pemantauan di seluruh wilayah di Ketapang dengan melibatkan 
seluruh Polsek. Selain itu, pihaknya juga akan tetap berkoordinasi dengan Panitia Pengawas 
Pemilu (Panwaslu) serta TNI agar masa tenang benar-benar tenang dan tidak digunakan 
untuk berkampanye oleh pasangan calon maupun pendukungnya. 
Fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pilkada ketapang 2015 yang lalu, kepolisian 
menemukan 12 titik rawan konflik yang ada di pilkada kabupaten Ketapang mebayang-
bayangi pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2015. Isi SARA yang di 
mainkan oleh calon bupati dan wakil bupati dikhawatirkan diwarnai konflik.
2
 Potensi rawan 
konflik memang bisa saja terjadi, sebab dalam pilkada di Kabupaten Ketapang ini di ikuti 
oleh 4 Paslon dari berbagai etnis dan agama. Beberapa daerah yang rawan itu seperti di 
Kecamatan Kendawangan, Matan Hilir Selatan dan Utara, Nanga Tayap, Sandai, Benua 
Kayong, Sungai Melayu rayak serta beberapa daerah lainnya. Sub Bagian Humas polres 
ketapang  mengatakan menjelang pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Kabupaten Blitar 
2015 yang dijadwalkan serentak dengan daerah lain, personel yang diterjunkan untuk 
pengamanan baik di kantor KPU, panitia pengawas, kantor PPK (panitia pemilihan 
kecamatan), sampai lokasi TPS (tempat pemungutan suara). 
Dalam rangka mengantisifasi permasalahan yang akan timbul di pilkada Kabupaten 
Ketapang,  intelkam Polres ketapang mealukan berbagai langkah untuk menanggulangi 
berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas agar dapat berhasil guna serta 
berdaya guna, serta untuk dapat berperan aktif dalam mendukung tercapainya kesepakatan 
yang dicita-citakan masyarakat maka ada beberapa upaya yang perlu ditingkatkan sebagai 
berikut : 
                                               
2 Hasil wawancara dengan Sub Bagian  Humas Polres Kepatang.  
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1. Peningkatan Kemampuan Intelijen Kepolisian. 
Peningkatan kemampuan penyelidikan,  yang perlu ditingkatkan adalah sebagai 
berikut : 
a. Kemampuan kelompok/organisasi sebagai berikut : 
1) Kemampuan Kesatuan Intelijen, harus mampu melakukan serta menerapkan 
peran yang dimiliki Intel seperti penyelidikan, pengamanan dan penggalangan 
secara Kesatuan serta dapat mengkompulir data atau informasi yang dibuat oleh 
pelaksana lapangan (unit) sampai kepada penyajian berupa produk kepada user 
yang tepat waktu, tepat sasaran, tepat guna, guna pengambilan keputusan yang 
lebih lanjut dengan data yang akurat. 
2) Kemampuan unit Intelijen, harus mampu melakukan dan menjawab UUK yang 
diberikan oleh user dengan menggunakan manajemen 7 langkah yang dimiliki 
Intelijen serta memberikan laporan berupa produk yang bersifat unit kepada 
pemberi UUK. 
b. Kemampuan perorangan sebagai berikut : 
1) Peningkatan Kemampuan penyelidikan. 
a) Agen Action dalam pelaksanaan penyelidikan harus tetap berpedoman pada 
tahap-tahap penyelidikan yakni perencanaan, pengumpulan baket, pengolahan 
baket serta penyajian, tentunya untuk mendapatkan semua itu harus dengan 
menggunakan cara terbuka maupun tertutup sesuai dengan sasaran yang 
dihadapi.     Dalam tugas seperti Pilkada yang rawan   konflik   maka   yang    
diperlukan    sebagai   Agen. Pelaksana lapangan harus menguasai situasi serta 
adat istiadat daerah yang akan ditugasi serta tidak dilengkapi dengan atribut 
dinas untuk menghilangkan identitas serta dalam pelaksanaan tugasnya selalu 
menggunakan sandi. Disamping itu mampu membentuk jaringan untuk 
mendukung kegiatan Intel, dan yang harus dimiliki : 
(1) Mampu membentuk jaringan kedalam kelompok musuh maupun diluar. 
(2) Mampu membentuk jaringan dalam struktur seperti Bin/BaKin dan 
Intelijen di instansi lain yang terkait dalam penyelenggaraan pilkada 
ketapang. 
(3) Mengenal cara bertindak masing-masing kelompok jaringan dan sasaran. 
(4) Mengetahui sistem komunikasi serta alat transportasi yang dimiliki lawan 
dan dapat meng-antisifasi dengan cepat. 
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(5) Mengetahui biodata kelompok yang akan berkonflik dan yang sedang  
konflik maupun kelompok yang tergabung dalam bantuan kemanusiaan 
dari luar serta kendaraannya. 
(6) Mengetahui kekuatan lawan baik personil maupun persenjataan dan 
dananya. 
(7) Mengetahui pelaku yang lain kelompok yang sedang konflik yang juga 
merupakan lawan Intel. 
(8) Mengetahui kekuatan lain yang bertentangan dengan tersebut sebagai alat 
yang menguntungkan dalam melakukan penggalangan. 
b) Agen pengendali, harus mempunyai kemampuan untuk menentukan TO yang 
harus dilaksanakan oleh agen pelaksana, serta harus pula memiliki jaringan 
yang dimiliki oleh agen pelaksana, sekaligus sebagai kontrol. 
c) Penganalisa, adalah anggota yang dapat menganalisa dinamika operasi, 
sehingga dalam pelaksanaan operasi apabila mengalami kebuntuan atau 
kegagalan dengan segera dapat dianalisa dan dialihkan sasaran operasi untuk 
mengurangi resiko. Penganalisaan ini juga dapat membuat suatu perkiraan 
kemungkinan apa yang akan terjadi dengan data/informasi yang didapat 
dilapangan. 
d) Secara perorangan agen-agen harus dapat membentuk jaringan yang dapat 
membantu dalam mencari serta memberikan informasi tentang sasaran seperti : 
Kelompok yang sedang konflik baik Vertikal maupun Horizontal. 
(1) Jaringan yang ada hubungannya dengan Pemda, KPU, Partai Politik, Tim 
Sukses, LSM serta jaringan lainnya. 
(2) Kegiatan kelompok maupun simpatisannya, serta pola bertindaknya. 
(3) Kekuatan (senjata, personil dan dana). 
(4) Kelemahan yang dimiliki kelompok yang konflik dan pengikutnya. 
Cara bertindak menghadapi ini adalah sebagai berikut : 
(1) Membentuk jaringan tandingan. 
(2) Melakukan penyelidikan dengan mengguna-kan pola prioritas sasaran, 
dengan jalan menyusup-kan agen yang telah menguasai karakteristik 
daerah. 
(3) Mengaktifkan seluruh anggota Polisi sebagai agen terbuka dari setiap 
kejadian diwajibkan untuk membuat laporan informasi. 
2) Peningkatan Kemampuan Pengamanan. 
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a) Kemampuan pengamanan personil secara perorangan, diharapkan personil 
Intel kebal terhadap penggalangan pihak lawan, serta dapat terhindar dari 
perbuatan yang dapat merugikan tugas Polri (Pungli, Arogan, tidak 
waspada, dan lain-lain), 
b) Kemampuan pengamanan materiil secara perorangan,   dengan    jalan    
mencegah    dari    sabotase terhadap meteril yang digunakan intel 
khususnya dan Polri pada umumnya, serta melakukan pengawasan terhadap 
materiil yang digunakan Polri  dilapangan dan mencegah Alkom agar tidak 
tersadap oleh pihak lawan. 
c) Kemampuan untuk mengamankan Baket secara perorangan dan 
dipergunakan sesuai dengan tingkat kerahasiaan dari baket tersebut guna 
menghindari kebocoran atau jatuh ketangan orang yang tidak 
berkepentingan terhadap baket tersebut. 
d) Kemampuan Pengamanan kegiatan secara perorangan, dengan jalan 
mengawasi dan memberikan peringatan tentang bahaya yang dihadapi 
sehingga perlu di persiapkan : 
(1) Penyusunan Rengiat. 
(2) Pelaksanaan kegiatan. 
(3) Pelaporan hasil kegiatan. 
(4) Anev hasil kegiatan dan konsolidasi. 
Dalam pengamanan baket yang harus didapat oleh pelaksana pengamanan 
adalah harus mengetahui : 
(1) Rencana kegiatan lawan. 
(2) Rencana kegiatan pihak kita yang terbuka maupun tertutup. 
(3) Sistim pengamanan yang dimiliki lawan. 
(4) Sistimpengamanan yang kita miliki sehingga tidak mudah ditembus 
lawan. 
(5) Kekuatan jaringan. 
(6) Kekuatan jaringan yang kita bentuk untuk konter Intelijen. 
Cara bertindak dalam pengamanan adalah : 
(1) Membentuk jaringan didalam jaringan. 
(2) Menyiapkan rencana penyesatan. 
(3) Melakukan pengamatan pada setiap gerakan lawan. 
(4) Melakukan penyadapan komunikasi. 
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(5) Meningkatkan kepekaan perorangan dari setiap kejadian termasuk 
Kesatuan. 
3) Peningkatan Kemampuan Penggalangan. 
Kegiatan  kewenangan yang dimiliki sehingga taktik dan tehnik yang 
dimiliki semakin lama makin berkurang.   Akan tetapi dalam hal penggalangan 
yang harus dilakukan oleh seorang anggota Intel di wilayah minimal harus 
mampu : 
a) Membentuk opini lewat jaringan maupun opini publik agar masyarakat 
tidak lagi simpati terhadap kegiatan Pilkada Ketapang. 
b) Dapat menciptakan situasi agar terjadi perpecahan dalam tubuh kelompok 
yang akan menciptakan konflik yang memang saat ini komandonya tidak 
sentral akan tetapi kewilayahan. 
c) Menciptakan agar masyarakat mempunyai keberanian memberikan 
keterangan tentang pelanggaran yang dilakukan kelompok yang sedang 
konflik serta tidak memberikan dukungan moril dan materiil terhadapnya. 
d) Menggalang mass media maupun LSM dalam dan luar Negeri untuk 
mendukung tindakan yang dilakukan Pemerintah dan Polri untuk 
memulihkan keamanan menjelang Pilkda maupun setelah pilkada. 
Cara bertindak untuk penggalangan adalah sebagai berikut : 
a) Menggunakan jaringan yang telah ada. 
b) Memanfaatkan pertemuan antara tokoh agama, masyarakat maupun  tokoh 
adat serta LSM dan mahasiswa. 
c) Menggunakan sarana masmedia lokal maupun Nasional. 
d) Mencari titik lemah lawan maupun yang akan dipergunakan oleh lawan. 
e) Melakukan penggalangan kedalam dengan penye-baran issue maupun 
penyebaran selebaran untuk me-mecah-belah. 
f) Mencari tokoh yang sedang konflik tertangkap maupun  yang sudah insyaf 
untuk mencari kelemahan serta untuk menarik pengikut untuk menciptakan 
keamanan. 
g) Melakukan penggalangan terhadap kedua kelompok yang sedang konflik 
terutama birokrat yang ada di daerah. 
4) Peningkatan Kemampuan untuk mengendalikan kegiatan. 
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Kegiatan Intelijen dilakukan melalui beberapa tahapan sebelum 
pelaksanaan sesuai dengan siklus Intelijen dari tahap perencanaan sampai dengan 
tahap penyajian, untuk itu perlu kendali dalam pelaksanaan tersebut.     Kendali 
dari kegiatan tersebut berdasarkan UUK rencana yang telah dibuat sebagai 
berikut : 
a) Kegiatan Intel selalu dikendalikan oleh agen pengendali, agar tidak 
menyimpang dari sasaran yang telah ditentukan. 
b) Setiap melakukan kegiatan tidak terlepas dari UUK dan bargas yang telah 
dibuat oleh unit yang nantinya akan dilakukan secara perorangan. 
c) Kendati yang lain ada pada pelaporan yang dibuat oleh masing-masing 
anggota, sebagai evaluasi apakah benar-benar melakukan tugas. 
d) Kendali juga ada pada produk yang dihasilkan serta pada Brifing dan 
Debrifing kepada setiap anggota. 
5) Kemampuan tambahan. 
Kemampuan tambahan yang harus dimiliki anggota intel di lapangan 
terutama di daerah pilkda yang rawan konflik kemampuan inovasi yang tinggi 
terutama : 
a) Kemampuan untuk dengan segera mengenali lingkungan/penyesuaian diri agar 
tidak menjadi sasaran lawan. 
b) Kemampuan untuk mengindentifikasi masalah terutama masalah konflik 
Vertikal/Horizontal dan kriminal lainnya. 
c) Kemampuan perorangan seperti survival karena wilayah yang dihadapi 
kebanyakan pegunungan dan desa-desa. 
d) Kemampuan bahasa, karena masyarakat yang dihadapi sangat homogen 
sehingga sulit untuk menerima masuknya orang baru. 
e) Kemampuan bersosialisasi yang tinggi terhadap lingkungan kerja maupun 
diluar lingkungan kerja untuk memperoleh banyak informasi. 
 
Kesimpulan 
Bahwa Intelkam Polri yang berperan dalam memberikan deteksi dini terhadap setiap 
gejolak yang mungkin dapat  terjadi dimasyarkat yang dapat menggagu situasi kamtibmas 
dalam penyelenggaraan Pilkada Ketapang, dimana gangguan kamtibmas dapat berpengaruh 
terhadap pembangunan bangsa. Proses deteksi dini intelkam polres Ketapang dilakukan tidak 
semata-mata dengan produk informasi yang seadanya tetapi melalui berbagai tahap 
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pengolahan data-data dan juga menggunakan analisis yang mendalam sehingga menghasilkan 
informasi yang akurat. Informasi yang ada dibuat dalam bentuk produk-produk intelijen yang 
disajikan kepada pimpinan guna memberikan masukan kepada pimpinan untuk membantu 
menentukan kebijakan yang akan diambil untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas. 
Kebijakan pimpinan tersebut yang berhubungan dengan antisipasi gangguan kamtibmas 
sangat berguna untuk menciptakan kamtibmas yang kondusif, dengan diteksi dini tersebut 
pimpinan dapat menentukan langkah kebijakan yang tepat, dengan ketepatan kebijakan 
tersebut sehingga dapat terpelihara lingkungan kamtibmas sesuai dengan tugas pokok polri. 
Dalam hal penugasan di daerah operasi terutama di daerah Pilkada yang rawan konflik 
Intelkam juga belum bekerja dengan maksimal sehingga keberadaannya untuk memulihkan 
keamanan menjadi tidak maksimal pula. Penanganan permasalahan di daerah Pilkada yang 
rawan konflik tidak dapat dilakukan oleh Intel saja maupun Polri secara umum akan, tetapi 
perlu melibatkan instansi terkait, sehingga dapat dilakukan secara bersama sesuai fungsi 
masing-masing instansi dalam memulihkan keamanan. 
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